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BAB I11

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan eksistensi sanksi kebiri
ditinjau dari HAM adalah suatu upaya paksa dan akan memberikan dampak pada
hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan
dasarnya. Hal ini jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Selain itu,
pemberlakuan kebiri kimia juga merupakan salah satu bentuk penyiksaan, hal ini
jelaslah melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment. Disamping itu, sanksi kebiri terkendala dari penerapannya, karena
hukuman kebiri di Indonesia tidak bisa dilaksanakan apabila ditinjau dari segi
etika kedokteran yang ada di Indonesia. Dokter tidak dapat menjadi eksekutor
dalam sanksi kebiri dikarenakan bertentangan dengan kode etik kedokteran

Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyarankan
bahwa perlunya dilakukannya pembahasan lebih jauh atau perubahan terkait
penetapan pidana sanksi kebiri ini dalam Undang-undang di lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat, agar nantinya kebijakan untuk memberikan efek jera kepada

pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa menjadi alasan untuk
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memberikan hukuman yang dilakukan dengan cara melanggar HAM, serta

mengatur tentang penerapannya agar adanya kepastian dalam penerapan dan

eksekusinya sehingga tidak ad i segi eksekusi.
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